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TRANSPORTASI publik adalah

urusan wajib pemerintah. UU no 23

tahun 2014 tentang Pemerintah Dae-

rah; menyatakan urusan Perhubungan

adalah Urusan Pemerintahan Wajib

Konkuren: urusan pemerintahan wajib

yang dibagi antara Pemerintah Pusat,

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota. Kewajiban Pemprov

untuk penyediaan angkutan umum un-

tuk jasa angkutan orang dan/atau

barang antarkota dalam 1 (satu)

Daerah provinsi. Kewajiban Peme-

rintah Kabupaten/Kota untuk

Penyediaan angkutan umum untuk

jasa angkutan orang dan/atau barang

dalam Daerah kabupaten/kota.

UU no 22 tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan; menyata-

kan (1) Pemerintah wajib menjamin ter-

sedianya angkutan umum untuk jasa

angkutan orang dan/atau barang an-

tarkota antarprovinsi serta lintas batas

negara. (2) Pemerintah Daerah provinsi

wajib menjamin tersedianya angkutan

umum untuk jasa angkutan orang

dan/atau barang antarkota dalam

provinsi. (3) Pemerintah Daerah kabu-

paten/kota wajib menjamin tersedianya

angkutan umum untuk jasa angkutan

orang dan/atau barang dalam wilayah

kabupaten/kota.

Trans Jogja adalah pemenuhan kewa-

jiban Pemprov DIY di penyediaan ang-

kutan umum/transportasi publik, sesuai

Peraturan Gubernur no 127 tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Sistem

Angkutan Perkotaan Bersubsidi Trans

Jogja dengan Sistem Buy the Service.

Kinerja Trans Jogja

Trans Jogja memiliki 18 rute dengan

95 bus.  Penumpang rerata 239 ribu/bu-

lan, dengan keterisian 3-21% dari kapa-

sitas armada. Headway antarbus berki-

sar 11-47 menit. Dua ukuran ini menun-

jukkan ketertarikan warga dan tingkat

layanan Trans Jogja.  

Keluhan kinerja Trans Jogja, dari

diskusi dengan pelanggan Trans Jogja

dan pemerhati transportasi publik di

Yogya: rute tidak efektif dan rendahnya

cakupan layanan, tidak adanya hierarki

rute, headway yang lama, infrastruktur

halte dan terminal yang tidak layak,

dan tidak adanya integrasi antarmoda.

[Berangkat dari Sini, @pedestrianjogja

@transportforyogja, November 2023].

Hal lain yang muncul dari diskusi dan

media sosial adalah perilaku ugal-

ugalan Pramudi dalam menjalankan

bus.

Rute saat ini, secara teoritis tidak

menganut kaidah trunk dan feeder.

Sebagian besar rute meneruskan legacy

route angkutan perkotaan sebelumnya.

Headway yang lama disebabkan jum-

lah armada dan lajur Trans Jogja yang

bercampur dengan kendaraan pribadi.

Pukulan masa Covid terhadap kapasi-

tas fiskal Pemprov DIY mengurangi

alokasi subsidi, keberadaan 128 armada

diperkecil menjadi 95 armada.

Infrastruktur jalan di Yogya, men-

jadikan Trans Jogja tanpa lajur khusus.

Halte dan terminal masih sebagai

titik penanda penumpang dan armada,

belum didefinisikan sebagai Ruang

Ketiga, ruang di antara ruang be-

kerja/belajar dengan ruang hunian/ru-

mah, sebagai ruang berinteraksi antar

manusia.

Trans Jogja terintegrasi dengan

Kereta Komuter Indonesia. Integrasi

dengan Ojol, tidak mendapat sambutan

dari salah satu penyedia. Jarak yang

pendek, mungkin menjadi

alasan ketidaktertarikan un-

tuk menjadikan first mile,

middle mile, last mile terinte-

grasi.

SDM -Pramudi,

Pramugara, Penjaga Halte-

adalah wajah pelayanan

Trans Jogja. Peningkatan

kapasitas  SDM untuk men-

capai Standar Pelayanan

Minimal (SPM), SPM mem-

pengaruhi reward and pun-

ishment.

Selanjutnya

Keberpihakan Pemprov

DIY di penyediaan trans-

portasi publik dipertahan-

kan. Kewajiban Pemprov

yang sudah ditunaikan di-

jawab dengan perbaikan

layanan dengan pengelolaan

yang bertanggungjawab ser-

ta pelayanan yang manusi-

awi dan berkelanjutan.

Isu integrasi moda, rute dan ekosis-

tem diselesaikan dengan: (1) penyedi-

aan feeder oleh Pemerintah Kabupa-

ten/Kota, keterlibatan Pemkab/Pemkot

dalam penyediaan angkutan umum

harus ditingkatkan (2) kajian dan im-

plementasi menyeluruh atas rute de-

ngan mempertimbangkan potensi de-

mand dan cakupan pelayanan serta (3)

perbaikan halte dan menjadikan seba-

gai Ruang Ketiga, potensi halte bisa

menjadikan pendapatan lain dalam eko-

sistem Trans Jogja.

Armada nyaman dan manusiawi,

Pramudi, pramugara/i, penjaga halte

menjadi faktor kunci pertumbuhan jum-

lah penumpang dan cakupan pelayanan

Trans Jogja

Penutup

Trans Jogja menjadi jannah trans-

portasi publik di DIY adalah kenis-

cayaan. Ekosistem Trans Jogja: halte,

armada, kru menjadi Ruang Ketiga bagi

warga DIY. Warga DIY dari berbagai

kalangan: pelajar, mahasiswa, peda-

gang, wisatawan semua terlayani Trans

Jogja.  ❑-d

*) Priyatno B. Hernowo,  Direktur

Utama PT Anindya Mitra

Internasional,  BUMD pengelola Trans

Jogja.

Optimalisasi Figur Menangkan Pilkada

Priyatno B. Hernowo

Rekam KTP elektronik mulai digen-

carkan, jemput bola.

-- Karena menjelang Pilkada.

***

Potensi desa wisata di DIY sangat be-

sar.

-- Butuh kreativitas untuk me-

ngelolanya.

***

Kendalikan inflasi, TPID DIY maksi-

malkan sinergi dan inovasi.

-- Jangan abaikan daya beli ma-

syarakat.

Menjadikan Ekosistem Trans Jogja sebagai Ruang Ketiga

MENJELANG pemilihan kepala

daerah (pilkada) yang akan digelar

serentak pada 27 November 2024, ma-

sing-masing partai politik maupun ga-

bungan partai politik sibuk menjaring

figur yang tepat sebagai calon kepala

daerah dan calon wakil kepala daerah

guna memenangkan kontestasi pilka-

da mendatang.

Apabila jalur partai politik telah ter-

tutup karena ketentuan ambang batas

persentase dukungan, maka figur yang

merasa potensial dapat mengajukan

diri melalui jalur independen, dengan

syarat mengumpulkan minimal

persentase dukungan pen-

duduk yang jumlahnya  tergan-

tung dari jumlah pemilih tetap

masing-masing daerah.

Berbeda dengan pemilihan

legislative di mana banyak yang

memilih caleg berdasar partai

politik, dalam pilkada cende-

rung berkaraktersitik ìpemili-

han atas individuî. Pemilih

akan banyak melihat figur ca-

lon kepala daerah (cakada) yang

secara langsung mempunyai ke-

wenangan eksekutorial wila-

yahnya, baik itu kabupaten/ko-

ta atau provinsi. Pemilihan fi-

gur yang tepat sesuai harapan

banyak pemilih, merupakan pi-

jakan yang kuat bagi partai

politik dan pengusungnya,

ataupun para relawannya da-

lam mengkampayekan figur

tersebut sebagai cakada yang

layak dipilih.

Meningkatkan Elektabilitas

Ada tiga tahapan untuk menguji fi-

gur dalam pilkada, yaitu popularitas,

akseptabilitas dan elektabilitas.

Referensi penelitian di beberapa pilka-

da di Indonesia sebelumnya, popular-

tias tidak sepenuhnya berbanding lu-

rus dengan akseptabilitas atau peneri-

maan atas satu figur untuk menduduki

jabatan kepala atau wakil kepala

daerah di wilayah tertentu. Meski

mereka memiliki akseptabilitas tinggi,

terkadang juga tidak sesuai dengan

tingkat elektabilitasnya. Target utama

dari semua tahapan adalah elektabili-

tas riil yaitu seberapa banyak pemilih

mau datang ke Tempat Pemungutan

Suara (TPS) dan memberikan

suaranya ke figur tersebut.

Banyak anggapan masyarakat bah-

wa popularitas figur menjamin per-

olehan tinggi angka elektabilitasnya.

Tidak heran ketika banyak nama artis

atau pimpinan suatu institusi yang su-

dah populer disandingkan dengan pe-

jabat karier atau tokoh kader partai

politik dalam gelaran pilkada.

Anggapan tersebut, tidak sepenuh-

nya salah, karena sebagian populartis

figur tersebut dapat dielaborasi menja-

di akseptabilitas dengan jumlah pemi-

lih yang maksimal dalam pilkada.

Keterpilihan beberapa artis sebagai

Wakil Gubernur atau Wakil Walikota

dan Wakil Bupati, adalah contoh ke-

berhasilan.  Sebaliknya, tidak sepe-

nuhnya benar, karena beberapa figur

dengan popularitas tinggi ternyata ga-

gal memenangkan figur tersebut dan

pasangannya pada pilkada sebelum-

nya.

Untuk itu diperlukan dua upaya pe-

menangan pilkada. Pertama secara in-

ternal, perlu sinkronisasi popularitas,

akseptabilitas dan elektabilitas atas fi-

gur yang dijagokan, serta upaya opti-

malisasi figur dan branding guna men-

dongkrak elektabilitasnya.

Kedua secara eksternal, perlu opti-

malisasi mesin partai dan relawan un-

tuk membuat diferensiasi figur yang

diusungnya serta strategi kampanye

yang responsif terhadap strata sosial,

Pendidikan dan tuntutan kebutuhan

penduduk wilayah yang bersangkutan.

Untuk media kampanye dapat secara

langsung atau menggunakan media

sosial dengan berbagai wahana sesuai

dengan trend pemilih.

Optimalisasi

Karakteristik figur yang dijagokan di

pilkada, tentunya secara alami (given)

sudah terbentuk dan dipantau lama

oleh para pemilih, hal ini tentu secara

keseluruhan akan sulit diubah.

Namun demikian, guna pemenangan

pilkada, maka figur yang bersangkut-

an bisa dilakukan optimalisasi yang

menitik-beratkan pada re-orientasi

dan penajaman pemahaman serta

sinkronisasi tujuan politik

kepada figur menuju perwuju-

dan kesejahteraan masyarakat

di daerah pemilihannya (politi-

cal make over).

Terlebih bila figur tersebut

sudah terpotret di masyarakat

pada peran tertentu ketika

yang bersangkutan menjadi ar-

tis, atau tindakan tertentu keti-

ka figur tersebut menduduki ja-

batan di institusi tertentu,

apalagi bila posisi figur tersebut

berbeda pandangan dengan pe-

milih, maka re-branding atas fi-

gur tersebut harus dilakukan

dalam rangka optimalisasi elek-

tabilitasnya.

Dengan optimalisasi figur di-

tambah dengan optimalisasi

branding yang kuat, diharap-

kan ketika figur tersebut me-

nyampaikan program kerja

yang dibuat secara sistematis dan me-

narik, akan menjadi daya pikat bagi

pemilih.

Masih ada waktu untuk berbenah

bagi setiap figur yang ingin maju di

pilkada, saatnya melaksanakan strate-

gi pemenangan terbaik.  ❑-d

*) Hari Santosa MBA,  Alumni

Depolpe Fisipol UGM dan Konsultan

Manajemen Strategi Politik Pilkada.

Hari SantosaPelaku dan Korban Judi Online
INI masih seputar korban judi

online yang akan mendapat ban-

tuan sosial atau bansos. Usulan

ini disampaikan Menteri Koor-

dinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebudayaan (PMK)

Muhadjir Effendy. Menyusul

banyaknya protes dari berbagai

kalangan yang tidak setuju de-

ngan usulan tersebut, Muhadjir

Effendy pun ÔngelesÕ bahwa yang

mendapatkan bantuan sosial

bukanlah pelaku, melainkan kelu-

arga yang terimbas judi online,

baik istri/suami maupun anak.

Menurut Muhadjir, pelaku tetap

harus menjalani proses hukum

sebagaimana ditentukan un-

dang-undang (KR 18/6).

Persoalannya kemudian, sejauh

mana batasan keluarga korban

perjudian online yang dimaksud

Muhadjir ? Barangkali inilah yang

masih tetap menimbulkan kontro-

versi. Kalau pelakunya adalah

suami, maka yang mendapatkan

bantuan adalah istri dan anak-

anaknya. Sedang kalau pelaku-

nya istri, maka yang mendapat-

kan bantuan adalah suami dan

anak-anak. Begitu asumsinya

kalau kita memahami apa yang

disampaikan  Menko PMK.

Padahal, sepanjang suami-istri

itu belum bercerai, maka mereka

tetap masuk dalam keluarga.

Jadi, kalau menggunakan asum-

si bahwa keluarga korban perju-

dian online mendapat bansos,

maka sepanjang pelaku masih

terdaftar secara formal  sebagai

keluarga, maka yang bersang-

kuan otomatis mendapatkan

bantuan. Inilah konsekuensinya.

Berarti, antara pelaku dan korban

tidak bisa dipisahkan, kecuali

kalau perkawinan mereka telah

bubar atau bercerai.

Niat Menko PMK Muhadjir

Effendy sebenarnya baik, yakni

agar keluarga dari pelaku perjudi-

an daring jangan sampai telantar.

Namun, itu sebenarnya meru-

pakan risiko dari sebuah keluar-

ga. Sepanjang pelaku, baik sua-

mi maupun istri masih menjadi

satu keluarga, maka dampaknya

akan dirasakan oleh seluruh

anggota keluarga. Jadi, kalau

mau dikembalikan kepada kelu-

arga masing-masing, mengapa

mau menerima kepala atau

anggota keluarga yang berjudi ?

Mengapa tidak bercerai saja, mi-

salnya ?

Gagasan Menko PMK me-

mang tidak sederhana, karena

akan berimplikasi pada banyak

hal. Harus jelas tujuannya, mau

mengentaskan warga miskin

atau memberantas perjudian,

atau keduanya ? Kalau kedua-

nya, maka harus dilakukan koor-

dinasi dengan berbagai pihak,

termasuk kementerian lain. 

Bahkan, Menko Bidang Per-

ekonomian Airlangga Hartato ti-

dak setuju dengan gagasan

Muhadjir Effendy yang hendak

memberikan bansos kepada kor-

ban judi online, yakni dengan

memasukkan mereka ke Data

Terpadu Kesejahteraan Sosial

(DTKS). Yang jelas, menurut

Airlangga, hingga saat ini tidak

ada program maupun anggaran

untuk memasukkan korban judi

online sebagai penerima bantuan

pemerintah.

Hemat kita, untuk mendapat-

kan bantuan sosial, pemerintah

harus selektif, tidak asal orang itu

miskin, melainkan perlu dirunut

penyebab ia miskin, apa karena

kalah judi atau lainnya.

Sehingga, pemberian bantuan

tersebut benar-benar tepat

sasaran. Kalaupun hendak mem-

beri bantuan kepada keluarga

korban judi online, pun harus dip-

ilah, misalnya keluarga tersebut

benar-benar tak berdaya mence-

gah suami/istri untuk berjudi atau

sebaliknya menoleransi perjudi-

an hingga akhirnya bangkrut.

Jadi, sebelum menerbitkan kebji-

kan, sebaiknya Menko PMK ber-

koordinasi dulu dengan kemente-

rian lain agar keputusan yang di-

hasilkan tepat sasaran.   ❑-d

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan me-

ngirimkan artikel untuk SKH Ke-

daulatan Rakyat. Selanjutnya redaksi

hanya menerima tulisan lewat email :

opinikr@gmail.com dengan panjang

tulisan antara 535  - 575 kata, dengan

mengisi subjek mengenai isu yang di-

tulis serta jangan lupa menampilkan fo-

tocopy identitas. Terimakasih. 
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